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A. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan pencarian saya ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai upaya serta peran pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi, salah satunya yakni oleh  Risma Rahmawati dan Yayang Novita Sari yang berjudul “Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Dimana dalam penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal akan memberikan beberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil. Kedua, tidak menambah budget pemerintah. Dan ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan sebagai investasi jangka panjang. Implikasi lainnya terhadap pembelajaran adalah menjadikan aktivitas di kelas sebagai tempat bagi siswa untuk melatih dan membiasakan nilai-nilai dasar anti korupsi. Melalui pengerjaan tugas yang benar dan sesuai tuntutan, siswa dilatih untuk menilai tinggi kerja keras. Melalui pelaksanaan ujian tanpa menyontek berarti menanamkan nilai kejujuran, melalui keterbukaan hasil penilaian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memaknai keuntungan dari suatu keterbukaan. Untuk itu pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat dikemas sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan antikorupsi.
Kemudian penelitian lain adalah oleh Anang Setiawan, Erinda Alfiani Fauzi yang berjudul “Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia”. Dalam penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa etika dan moralitas yang kuat, reformasi birokrasi juga menjadi peluang untuk mengurangi korupsi dan membangun pelayanan publik dan tata kelola yang baik. Dalam politik atau administrasi publik, etika memang memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Anang Setiawan dan Erinda Alfiani Fauzi ini menjelaskan bagaimana etika, moralitas dan contoh korupsi di Indonesia saling berkaitan, dimana dalam penelitian ini mereka menggunakan metode penelitian sastra yang membandingkan beberapa penelitian terdahulu dengan teori nilai budaya yang sama dengan pembahasan sosial yang dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana dalam penelitian tersebut, ditemukan beberapa kasus korupsi terkait etika kepemimpinan politik di Indonesia. Perilaku korupsi  dipengaruhi oleh banyak faktor, namun  penelitian ini fokus pada etika dan moral yang mempengaruhi perilaku korupsi  pemimpin  Indonesia.
Selain kedua penelitian diatas, penelitian lain yang juga membahas mengenai peran serta upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi ialah oleh Ida Ayu Putri Anjani, Ketut Suriani, Santi Widyasih, Kadek Mahayoni, Gede Budi Utama, dan I Gede Agus Yudi Darma Putra. Dalam penelitian mereka yang berjudul “PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN PADA DAERAH-DAERAH DI INDONESIA TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA” mereka menyimpulkan hasil penelitian mereka yakni tentang pengertian opini akuntan publik adalah laporan yang disiapkan oleh akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya  keakuratan laporan keuangan yang disajikan perusahaan [menurut kamus standar akuntansi (Ardiy, 2007)]. Opini ini adalah sebuah pernyataan akuntan publik atas kebenaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga laporan ini tersedia bagi pengguna laporan keuangan dan informasi atas laporan keuangan ini adalah sebuah pernyataan pengendalian yang juga menggambarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas ketentuan hukum sebagai sistem pengendalian internal. Laporan akuntan publik ini sesuai dengan Standar Profesional Auditor (PSA 29(, dimana terdiri dari lima jenis, yaitu: (1) Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion), (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion), (3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), (4) Opini tidak wajar (Adverse Opinion), (5) Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion). Pendapat yang lebih baik  audit yang diterima menunjukkan  potensi korupsi di lingkungan pemerintahan lebih kecil daerah, sehingga opini audit diperkirakan akan berdampak negatif terhadap persepsi korupsi. Berdasarkan penelitian  Huefner (2011), hasil tinjauan sistematik pengendalian internal dapat digunakan untuk mendeteksi  potensi penipuan dalam pemerintahan daerah. Hasil akuntan publik merupakan kumpulan data dan informasi dikumpulkan, diolah dan diuji dalam pelaksanaan tugas akuntan publik lembaga beberapa elemen disajikan menurut yang dianggap berguna secara analitis  kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Badan Pengurus Keuangan (BPK) juga menyebutkan  ketidakpatuhan terhadap aturan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah atau berpotensi merugikan daerah tersebut, kurangnya pendapatan sehingga pengurangan pendapatan daerah dan inefisiensi. 
B. Teori-Teori Yang Digunakan
1. Teori Sistemik 
Dalam konteks kasus korupsi teori ini mengacu pada pandangan bahwa korupsi adalah hasil dari struktur sistem atau lingkungan yang mendukung atau memfasilitasi perilaku koruptif. Teori ini menekankan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan individu yang korupsi, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor sistemik yang memungkinkan korupsi berkembang meliputi:
1. Lemahnya Institusi Penegak Hukum: Sistemik melibatkan lemahnya institusi penegak hukum yang tidak efektif dalam mengatasi korupsi. Kegagalan sistem hukum dalam menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku korupsi dapat memberikan insentif bagi individu untuk terlibat dalam praktik tersebut.
2. Ketidaktransparan: Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, anggaran, dan pengeluaran publik dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi. Ketidakjelasan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dapat memudahkan korupsi terjadi.
3. Regulasi yang Buruk: Sistemik juga mencakup regulasi yang tidak memadai atau buruk dalam mengendalikan perilaku koruptif. Regulasi yang ambigu atau berlubang dapat dimanfaatkan oleh individu atau entitas yang ingin terlibat dalam korupsi.
4. Budaya Korupsi: Teori Sistemik juga mengakui bahwa budaya dan norma sosial dalam masyarakat dapat mendukung atau membenarkan perilaku koruptif. Jika korupsi dianggap sebagai norma atau praktik yang diterima, maka akan sulit untuk memerangi korupsi secara efektif.
5. Struktur Ekonomi dan Sosial: Faktor-faktor struktural seperti ketidaksetaraan sosial ekonomi juga dapat berkontribusi pada korupsi. Ketidaksetaraan yang signifikan dapat menciptakan motivasi untuk korupsi sebagai cara untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi.
Peranan sistem hukum di Indonesia memiliki beberapa komponen penting terkait maraknya kasus korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang dan Peraturan Hukum. Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan korupsi salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Walaupun demikian oknum-oknum birokrasi seakan tidak peduli karena mengingat masih lemahnya penegakan kekuatan hukum di Indonesia. Selain UU Tipikor aa lembaga penegak hukum yang memang bertanggung jawab menangani kasus korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana peran dari KPK ini ialah untuk penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, banyak kasus korupsi yang terungkap dengan signifikan. Akan tetapi, KPK juga menghadapi tantangan berat yaitu upaya untuk melemahkan independensinya. Sejak 2020, status KPK telah diubah menjadi lebih terkait dengan pemerintah, yang memicu debat keefektifitasannya. Namun, peran KPK dalam pemberantasan korupsi tetap penting dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik di Indonesia. Komponen penting yang kedua yakni transparansi. Pemerintah dan lembaga terkait sering kali memberikan informasi terkait kasus korupsi kepada publik. Hal ini mencakup informasi tentang penyelidikan, penuntutan, dan hasil pengadilan. Namun, tingkat rinci dan waktu publikasi informasi bisa bervariasi. Pengadilan kasus korupsi di Indonesia seharusnya dilakukan secara terbuka, dan pers biasanya diizinkan menghadiri sidang. Hal ini akan memberikan transparansi terkait proses hukum dan memungkinkan publik untuk mengikuti perkembangan kasus. Biasanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin merilis laporan tahunan dan laporan kinerja yang mencakup berbagai aspek dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini termasuk jumlah kasus yang diungkap, jumlah tersangka, dan hasil pengadilan. Dalam hal transparansi ini masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan tentang tindakan korupsi kepada lembaga seperti Ombudsman atau Komnas HAM, karena hal ini adalah langkah untuk memastikan bahwa tindakan korupsi dapat diungkap dan ditindaklanjuti. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dalam kasus korupsi di Indonesia, masih ada tantangan dan perbaikan yang diperlukan. Beberapa masalah yang masih dihadapi meliputi, (1)Kendala Akses Informasi. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi terkait kasus korupsi selalu mudah diakses oleh publik. Terkadang ada kendala terkait dengan kerahasiaan penyelidikan atau dokumen-dokumen yang tidak tersedia secara terbuka. (2)Perlindungan Saksi dan Pelapor. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor korupsi masih menjadi masalah di beberapa kasus, karena mereka bisa menghadapi risiko intimidasi atau balasan dari pihak yang terlibat. (3)Lambatnya Proses Hukum. Beberapa kasus korupsi bisa berlangsung cukup lama dalam proses hukum, yang dapat mengurangi transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses tersebut. (4)Independensi Lembaga Penegak Hukum. Pertanyaan tentang independensi lembaga penegak hukum, terutama KPK, telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dan memicu debat tentang dampaknya pada proses transparansi dimana pada kasus korupsi seringkali melibatkan pejabat atau individu yang memiliki kekuatan dan sumber daya untuk mempengaruhi proses hukum. Dengan independensi yang kuat, lembaga penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan tanpa takut tekanan atau intervensi eksternal, dan ini membantu menjaga integritas sistem peradilan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga pemberantas korupsi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Transparansi yang lebih baik dapat memperkuat integritas sistem hukum dan memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Komponen penting berikutnya adalah budaya. Budaya dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan sikap yang memengaruhi cara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemimpin pemerintahan bersikap terhadap korupsi. Hal ini dikarenakan beberapa orang di Indonesia mungkin memiliki budaya toleransi terhadap korupsi, terutama jika mereka merasa bahwa praktik ini umum atau tidak dapat dihindari, padahal hal ini dapat menghambat pelaporan dan juga penegakan hukum. Selain itu, terdapat juga persepsi bahwa upaya pemberantasan korupsi terkadang bersifat selektif atau digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat memengaruhi tingkat dukungan masyarakat terhadap lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya dalam hal ini media dan kelompok masyarakat sipil berperan penting dalam memerangi korupsi dengan memberikan sorotan terhadap kasus-kasus korupsi dan melakukan investigasi yang mendalam. Selain itu, pentingnya kepemimpinan dalam pemerintah dan sektor swasta berperan penting dalam menentukan budaya anti-korupsi. Pemimpin yang mendukung dan menunjukkan integritas dapat memengaruhi tindakan bawahan mereka. Meskipun ada beberapa perubahan positif dalam hal “budaya” terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia, masih ada tantangan yang harus diatasi. Budaya toleransi terhadap korupsi dan persepsi tentang ketidakseimbangan dalam penegakan hukum adalah beberapa tantangan utama. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk memperkuat budaya anti-korupsi dengan mengedukasi masyarakat, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan sektor swasta guna mengurangi maraknya kasus korupsi di Indonesia.
2. Teori Politik 
Kasus korupsi di Indonesia pada teori politik menekankan peran faktor politik dalam terjadinya pemeliharaan, atau pemberantasan korupsi. Teori ini memandang korupsi sebagai fenomena yang erat kaitannya dengan proses politik, kebijakan, dan pengambilan keputusan politik. Beberapa aspek penting dari Teori Politik mengenai kasus korupsi meliputi: Pertama, kompetisi Politik, dimana teori ini menyatakan bahwa dalam situasi di mana kompetisi politik sangat ketat, para politisi mungkin tergoda untuk terlibat dalam praktik korupsi untuk memperoleh dukungan, dana kampanye, atau keuntungan politik lainnya. Kompetisi yang ketat dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Kedua yakni Patronase. Dimana praktik korupsi sering terkait dengan patronase, pejabat atau politisi yang memiliki otoritas dan kekuasaan memberikan kebijakan, kontrak, atau pekerjaan kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik atau keuntungan pribadi. Hal ini menciptakan insentif untuk korupsi. Ketiga sistem politik. Sistem politik dalam suatu negara juga dapat memengaruhi korupsi. Sistem yang kurang demokratis atau memiliki kontrol yang lemah terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat memberikan peluang lebih besar untuk korupsi. Keempat, kepentingan Ekonomi. Faktor ekonomi, seperti kontrol terhadap sumber daya alam atau sektor ekonomi tertentu, dapat menjadi pemicu korupsi. Politisi atau pejabat yang memiliki kontrol atas aset-aset ekonomi berharga dapat memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. 
Peran politik dalam kasus korupsi sangat signifikan, karena kasus korupsi seringkali melibatkan pejabat pemerintah dan politisi. Teori Rent-Seeking (Gordon Tullock dan Anne Krueger). Teori ini menjelaskan bahwa politikus atau pejabat pemerintah dapat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti uang atau kekuasaan, dengan cara yang merugikan masyarakat atau organisasi. Beberapa kasus korupsi terjadi dalam konteks pemilihan umum, di mana calon politik atau partai politik menerima suap atau dana ilegal untuk memenangkan pemilihan. Padahal, hal ini dapat merusak integritas pemilihan dan mendasar dalam proses demokratisasi. Tapi, lagi-lagi hal ini seolah-olah diacuhkan, tidak dipedulikan oleh para politisi dan juga diabaikan oleh pemerintah. Ini karena politikus atau pejabat tingkat tinggi dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruh politik mereka untuk melindungi diri mereka atau rekan-rekan mereka dari penegakan hukum sehingga menghambat upaya penuntutan terhadap mereka. Adanya masalah-masalah tersebut, membuat pemerintah menetapkan kebijakan, yaitu Komitmen untuk Integritas Sikap dan Komitmen Politisi terhadap Integritas Pemerintahan guna membentuk budaya anti-korupsi dalam pemerintahan. Dimana pemerintah dapat menginspirasi dan memberikan edukasi tentang kerugian-kerugian yang terjadi akibat adanya kasus-kasus korupsi melalui program-program pendidikan, kampanye sosial, dan pelatihan yang ditujukan kepada anggota partai politik, kader, dan publik secara umum. Dengan begitu kedepannya ini akan mengurangi korupsi melalui reformasi politik dan tindakan anti-korupsi yang lebih efektif sehingga para anggota partai politik, kader akan sadar betapa menghambatya kasus- kasus korupsi yang telah dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan di Indonesia.
3. Teori Agensi 
Jensen & Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan, dimana dalam teori tersebut terdapat hubungan kontrak antara pemberi amanah dengan penerima amanah, yakni diantara para pihak baik secara individual, berkelompok ataupun lembaga. Teori keagenan dipakai sebagai pijakan untuk mendeskripsikan hubungan yang ada di antara pemerintah (sebagai peneriama amanah atau agen) dan DPRD/rakyat (sebagai pemberi amanah atau prinsipal) berdasarkan kontraktual atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pertanggungjawaban atas pengelolaaan/pelaksanaan APBD. Teori Keagenan mengasumsikan beberapa hal yakni pertama, asumsi mengenai sifat dan karakteristik manusia, dimana yang di maksud manusia diasumsikan mempunyai sifat atau kecenderungan untuk lebih memaksimalisasi utilitas pribadi/kepentingan diri sendiri, mempunyai keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) dan memiliki kecendrungan untuk menghindari kemungkinan risiko (risk averse). Kedua, asumsi mengenai Keorganisasian, yakni potensi timbulnya masalah diantara para pemangku kepentingan dalam organisasi, pencapaian value for money sebagai syarat produktivitas dan terdapat asimetri informasi. Ketiga, asumsi mengenai penguasaan atau kepemilikan informasi yaitu bahwa penguasaan informasi memiliki nilai (value) dan/atau informasi dapat diperjualbelikan (Jensen & Meckling 1976; Eisenhardt, 1989; Liu & Lin, 2012; Effendy, 2013). 
Sebagaimana diasumsikan dalam teori keagenan, individu/kelompok selaku agen memiliki kecenderungan untuk bertindak memaksimalkan utilitas/kepentingannya sendiri. Kecenderungan untuk memaksimalkan utilitas atau kepentingan sendiri tersebut akan memicu timbulnya ketidakselarasan dalam pemenuhan kepentingan prinsipal dan kepentingan agen serta berpotensi tidak kongruennya kepentingan prinsipal dan agen, yang pada akhirnya akan memunculkan masalah keagenan (agency problem). Asumsi mengenai penguasaan kepemilikan informasi akan memicu kesenjangan informasi atau asimetri informasi yang akhirnya dapat terjadi pelanggaran oleh agen selaku “penguasa” informasi. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah daerah selaku agen mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan DPRD/rakyat sehingga berpotensi terjadi penyelewengan oleh agen dalam pemanfaatan informasi. Informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan/ pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah selaku agen akan memiliki kecenderungan untuk membatasi bahkan menutup akses informasi yang dimilikinya dalam rangka mendapat keuntungan yang lebih bagi keuntungan dirinya sendiri dan hal ini dapat memicu potensi pelanggaran kontraktual (penyelewengan/korupsi). Peningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan/pelaporan kinerja atas pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah, informasi yang didapat DPRD/rakyatakan dapat lebih berimbang (Mardiasmo, 2002; Haryanto dkk., 2007; Effendy, 2013). Dalam upaya mengurangi munculnya masalah keagenan tersebut diperlukan pengawasan (monitoring) kepada pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya (melalui mekanisme APBD) yang diamanahkan kepada pemerintah daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kontraktual dan/atau regulasi yang berlaku.  Mekanisme pemeriksaan atas LKPD dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu media pengawasan yang efektif. LKPD yang disajikan oleh pemerintah daerah menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam LKPD wajib menyajikan informasi publik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2010).
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